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KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Pengantar Hukum Pajak
Indonesia” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini
dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi
siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Pengantar
Hukum Pajak Indonesia.

Pajak sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada
negara memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung
kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pajak, negara
tidak dapat menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan yang
dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
dan keamanan. Oleh karena itu, hukum pajak menjadi landasan yang
mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta mekanisme pemungutan
dan pengawasan pajak.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman dasar mengenai
hukum pajak di Indonesia, mulai dari pengertian, prinsip-prinsip, hingga
berbagai aturan yang mengaturnya. Kami berharap, melalui karya ini,
pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai betapa
pentingnya pajak dalam konteks perekonomian Indonesia, serta
bagaimana sistem perpajakan yang ada berfungsi untuk menciptakan
keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan
di Indonesia.

Maret, 2025
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PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA
BAB 1: SEJARAH PAJAK DAN HUKUM
PAJAK

Harly Clifford Jonas Salmon. S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Pattimura



BAB 1

SEJARAH PAJAK DAN HUKUM PAJAK

A. PENDAHULUAN

Hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur
kewenangan pemerintah untuk menarik kekayaan dari masyarakat dan
mengalokasikannya kembali kepada publik melalui kas negara. Oleh
karena itu, hukum pajak termasuk dalam hukum publik yang mengatur
hubungan antara negara dengan individu atau badan yang berkewajiban
membayar pajak. Menurut Rochmat Soemitro, "Hukum pajak adalah
peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut
pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak."

Pajak memegang peran penting dalam kehidupan bernegara,
khususnya untuk mendukung pembangunan dan pengembangan. Pajak
menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk
membiayai berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan. Dengan adanya
regulasi perpajakan, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama
keuangan negara dapat dioptimalkan. Namun, masih ada kendala seperti
rendahnya pengetahuan masyarakat, kondisi ekonomi yang kurang
mendukung, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakonsistenan dalam
pengawasan dan penerapan sanksi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu
meningkatkan edukasi di bidang perpajakan.

Keberhasilan dalam pengumpulan pajak sangat dipengaruhi oleh
pemahaman dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak, agar
pendapatan negara tetap terjaga. Untuk mengatasi hambatan ini,
pemerintah harus memastikan pengelolaan pajak yang transparan dan
efisien, serta menegakkan hukum dengan konsisten dan tegas.

2 | Pengantar Hukum Pajak Indonesia
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BAB 2

SUBJEK PAJAK DAN OBIJEK PAJAK

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem
perekonomian modern. Pajak memainkan peran vital dalam menyediakan
pendapatan bagi negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik,
seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan,
pendidikan, dan lain-lain (llanoputri, 2020). Dalam konteks ini,
pemahaman tentang konsep subjek pajak dan objek pajak sangatlah
penting karena keduanya menjadi dasar dalam pengenaan kewajiban
perpajakan. Subjek pajak adalah pihak yang secara hukum wajib
membayar pajak, sedangkan objek pajak merujuk pada penghasilan atau
sumber yang dikenakan pajak (Ariffin & Sitabuana, 2022). Dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), subjek
pajak terdiri dari tiga kategori, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan
yang belum terbagi. Ketentuan mengenai subjek dan objek pajak ini
menjadi fondasi penting dalam penentuan kewajiban perpajakan yang adil
dan proporsional (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang
Pajak Penghasilan, n.d.).

Pemahaman mengenai subjek dan objek pajak tidak hanya penting
dalam ranah teori perpajakan, tetapi juga dalam praktik hukum. Dalam
konteks hukum perpajakan, pengenaan pajak harus didasarkan pada asas
legalitas dan keadilan (Mustagiem, 2014). Subjek pajak dan objek pajak
merupakan elemen utama yang mendasari perhitungan pajak, sehingga
pemahaman yang jelas tentang kedua konsep ini penting untuk
memastikan bahwa kewajiban pajak dikenakan secara tepat (Yanuar,
2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menjelaskan secara rinci
tentang klasifikasi subjek pajak dan jenis penghasilan yang menjadi objek
pajak. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dalam penetapan pajak,
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BAB 3
TEORI, ASAS, STELSEL,

DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

A. PENDAHULUAN

Pemungutan pajak oleh negara membawa kewajiban untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara dapat saja membebani
rakyatnya berbagai macam pajak yang memberatkan untuk satu dua
tahun tanpa adanya reaksi apapun, akan tetapi tidaklah adil, jika
pengorbanan rakyat itu tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan
rakyat banyak. (Mr. Sindian Isa Djajadiningrat, 1965 : 6). Oleh karena itu,
pajak yang merupakan pungutan harus diatur di dalam peraturan
perundang-undangan. Beberapa pengaturan pajak dapat diketahui antara
lain pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
yang menyebutkan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menegaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian yuridis tersebut di atas, maka
unsur-unsur pajak meliputi:

1) Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara;

2) Pajak harus dipungut melalui peraturan perundang-undangan (karena
memaksa);

3) Dalam pajak tidak terdapat kontra prestasi (jasa timbal balik secara
langsung);
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Jelaskan unsur-unsur pajak, dan perbedaannya dengan retribusi.
Jelaskan teori-teori pembenaran pemungutan pajak oleh negara., dan
dasar hukumnya.

Jelaskan fungsi pajak untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan.

Terdapat bermacam-macam asas pengenaan pajak yang berkaitan
dengan yurisdiksi negara memungut pajak. Jelaskan negara Indonesia
menganut asas pengenaan pajak yang mana sajakah.

Dikenal dalam hukum pajak ada tiga macam cara pemungutan pajak
(stelsel pajak). Jelaskan stelsel pajak manakah yang dianut oleh negara
Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Chairil Anwar Pohan, Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan

Teori dan Konsep Hukum Pajak, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014

H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, cetakan ke-12, RajaGrafindo Persada,

Depok, 2018

Khoirul Hidayah, Pokok-Pokok Hukum Pajak, Setara Press, Malang, 2020
Mr. Sindian Isa Djajadiningrat, Hukum Pajak dan Keadilan, NV. Eresco,

Bandung, 1965

R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar IImu Hukum Pajak, Bandung, Refika

Aditama, 2008

Teori, Asas, Stelsel, dan Sistem Pemungutan Pajak | 71



PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA
BAB 4: PAJAK PUSAT

Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.Ars., M.M.

Universitas Esa Unggul Jakarta



BAB 4

PAJAK PUSAT

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen vital dalam mendukung pembangunan
dan pengelolaan negara. Di Indonesia, pajak memiliki peranan penting
dalam mengatur redistribusi kekayaan, mendorong pertumbuhan
ekonomi, serta membiayai penyediaan layanan publik. Sistem perpajakan
di Indonesia terdiri dari berbagai jenis pajak yang diatur oleh pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Bab ini akan menguraikan secara
mendalam mengenai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, atau
yang dikenal sebagai Pajak Pusat (Dihimpun dari berbagai sumber 2023).

Pajak Pusat merujuk pada jenis-jenis pajak yang kewenangan
pengelolaannya berada di bawah pemerintah pusat melalui Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Dihimpun
dari berbagai sumber 2023). Pajak ini mencakup berbagai jenis pajak yang
bersifat langsung dan tidak langsung, serta memiliki dasar hukum yang
kuat dalam peraturan perundang-undangan Nasional. Pajak Pusat
merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang utama, yang
digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah,
pembangunan infrastruktur, dan berbagai program kesejahteraan sosial
(Dewi Puspita 2022).

Dasar hukum Pajak Pusat di Indonesia mengacu pada berbagai
undang-undang dan peraturan yang mengatur pemungutan dan
pengelolaan pajak oleh pemerintah pusat. Dasar hukum ini memberikan
landasan legal bagi pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh warga negara
dan badan usaha di Indonesia (Khalimi 2022).

Pajak pusat memiliki peranan yang sangat penting dalam
pembangunan dan pengelolaan negara di Indonesia. Sebagai salah satu
sumber pendapatan utama negara, pajak pusat digunakan untuk
membiayai berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan
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BAB 5

TARIF PAJAK

A. PENDAHULUAN

Tarif pajak merupakan salah satu elemen penting dalam sistem
perpajakan yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian
suatu negara, kesejahteraan masyarakat, dan tingkat kepatuhan wajib
pajak. Penetapan tarif pajak yang efektif dan adil menjadi tantangan
tersendiri bagi pemerintah, terutama dalam kondisi ekonomi yang dinamis
dan global. Pada satu sisi, tarif pajak harus mampu menyediakan
pendapatan yang memadai bagi negara guna membiayai berbagai
program pembangunan. Di sisi lain, tarif pajak juga harus
mempertimbangkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan
ekonomi, dan menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan tarif pajak tidak hanya mencerminkan kebutuhan fiskal,
tetapi juga pandangan pemerintah terhadap aspek keadilan sosial dan
ekonomi. Di berbagai negara, tarif pajak sering kali menjadi instrumen
untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan mendorong redistribusi
kekayaan. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai bagaimana
tarif pajak harus ditetapkan. Di beberapa negara, tarif pajak progresif
diterapkan untuk memastikan kontribusi lebih besar dari kelompok
berpenghasilan tinggi, sementara negara lain menerapkan tarif pajak
proporsional atau bahkan tarif tetap.

Dalam konteks Indonesia, tarif pajak telah mengalami beberapa
perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi dan dinamika sosial
masyarakat. Kebijakan perpajakan, termasuk penetapan tarif, harus
mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk menciptakan
sistem perpajakan yang efisien dan berkeadilan. Hal ini semakin penting
dengan adanya tuntutan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam
rangka mendukung pembangunan dan menghadapi tantangan global,
seperti perubahan iklim dan transformasi digital.

108 | Pengantar Hukum Pajak Indonesia



DAFTAR PUSTAKA

Adam Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the
wealth of nations. Cannan Edition (New York: The Modern Library,
1937), 567-568.

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical
analysis. Journal of public economics, 1(3-4), 323-338.

Atkinson, A. B., & Stiglitz, J. E. (2015). Lectures on public economics:
Updated edition. Princeton University Press.

Bird, R. M. & Zolt, E. M. (2008). Tax policy in emerging
countries. Environment and Planning C: Government and
policy, 26(1), 73-86.

Bird, Richard M., and Eric M. Zolt. (2014). Taxation and inequality in
developing countries: Lessons from the recent experience. Public
Finance and Management, 15-36.

Bovenberg, A. L., & Goulder, L. H. (2002). Environmental taxation and
regulation. In Handbook of public economics (Vol. 3, pp. 1471-1545).
Elsevier.

Carl, J., & Fedor, D. (2016). Tracking global carbon revenues: A survey of
carbon taxes versus cap-and-trade in the real world. Energy
Policy, 96, 50-77.

Gravelle, J. G., & Marples, D. J. (2019). The economic effects of the 2017
tax revision: Preliminary observations. Congressional Research
Service Report, 45736, 1-18.

Hall, R. E., & Rabushka, A. (1995). The Flat Tax. Hoover Institution Press.

James, S., & Nobes, C. (2009). The Economics of Taxation: Principles, Policy,
and Practice. Prentice Hall.

Keen, M. M., Klemm, M. A. D., & lvanova, A. (2005). The Russian Flat Tax
Reform (No. 2005/016). International Monetary Fund.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B (1989). Public Finance in Theory and
Practice. McGraw-Hill.

Ramsey, F. P. (1927). A Contribution to the Theory of Taxation. The
economic journal, 37(145), 47-61.

Rosen, H. S., & Gayer, T. (2010). Public Finance. McGraw-Hill Education.

Tarif Pajak | 127



Saez, E., & Zucman, G. (2019). The Triumph of Injustice: How the Rich
Dodge Taxes and How to Make Them Pay. W.W. Norton & Company.

Stiglitz, J. E. (2012). The price of inequality: How today’s divided society
endangers our future. WW Norton & Company.

Treasury, H. M. S. (2010). Comprehensive spending review 2010. CM7942.
HM Treasury: London.

Mirrlees, J., et al. (2011). Tax by Design: The Mirrlees Review. Oxford
University Press.

Zucman, G. (2015). The hidden wealth of nations: The scourge of tax
havens. University of Chicago Press.

128 | Pengantar Hukum Pajak Indonesia



PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA
BAB 6: REFORMASI PAJAK

Heillen Martha Yosephine Tita, S.H., M.H.

Universitas Pattimura Ambon



BAB 6

REFORMASI PAJAK

A. PENDAHULUAN

Pajak di Indonesia telah ada sejak zaman Nusantara, dan kekuasaan
berada ditangan kerajaan (Raja) sebagai penguasa. Di masa itu, Indonesia
masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai oleh Raja atau
sebutan lain sesuai karakter daerah masing-masing. Penguasa (Raja)
memberlakukan pembayaran upeti termasuk juga natura oleh rakyat
kepada kerajaan. Pemberian-pemberian itu meliputi hasil-hasil pertanian
dan perkebunan rakyat. Upeti dan natura ini disimpan dalam lumbung-
lumbung kerjaan dan hasilnya kemudian digunakan untuk kesejahteraan
rakyat di masa paceklik. Ketika Belanda berkuasa di Indonesia, terjadi
perubahan system pemungutan pajak dan pemanfaatannya. Upeti yang
awalnya berfungsi untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat, beralih
fungsi menjadi sesuatu yang wajib diberikan oleh rakyat pribumi bagi
penguasa. Apa yang diambil dari rakyat pribumi dimanfaatkan untuk
kepentingan perang dan pembangunan di daerah penguasa.

Beberapa aturan dibentuk oleh penguasa dalam rangka melegalkan
tindakan pemerintah untuk menarik kekayaan rakyat ke kas Kolonial.
Objek-objek yang dipandang dapat memberikan kontribusi finansial yang
kuat ke kas negara, dioptimalkan untuk dilakukan pemungutannya
termasuk dari usaha-usaha rakyat, meskipun objek-objek tersebut
merupakan hak milik rakyat. Saat itu, tanah menjadi salah satu objek
primadona yang dijadikan sumber pendapatan pajak bagi Kolonial
disamping objek lainnya.

Pajak harus dipungut dengan aturan (hukum) yang baik sehingga sifat
kontribusi wajib pajak menjadi lebih nampak dari pada sifat pajak yang
memaksa. Hukum Pajak merupakan hukum publik yang mengatur
hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-
badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Adrian Sutedi, 2016,

130 | Pengantar Hukum Pajak Indonesia



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahit, (2006), Sejarahwan UGM, Dialog Sejarah Pajak Zaman
Kolonial https://historia.id/ekonomi/articles/bermacam-pajak-era-
kolonial-PMKE3/page/1

Bohari, (2019), Pengantar Hukum Pajak, Jakarta, Rajawali Press;

Cidir Ali, (1993), Hukum Pajak Elementer, Bandung, Eresco, him.

Erli Suandy, (2011) Perpajakan, Jakarta, Salemba Empat;

Indra Mahardika Putra, (2017), Perpajakan, edisi Tax Amnesty, Yogyakarta,
Quadrant;

M. Farouk S., (2018), Hukum Pajak di Indonesia, Jakarta, Kencana;

Mardiasmo (2016), Perpajakan, Yogyakarta, ANDI;

Media Keuangan, 2024, MK+dengan judul "Jejak Reformasi Pajak-Media
Keuangan"
https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/jejak-
reformasi-pajak;

Normaputri, (2012) http://noormaputri.blogspot.com/2012/05/sejarah-
perpajakan-di-indonesia;

S. F. Marbun dan Muh Mahfud MD, (2006), Pokok-Pokok Hukum
Admnistrasi Negara, Edisi 1 Cetakan ke-4, Yogyakarta, Liberti;

Sri Margana, dkk, (2018), Sejarah Politik & Transformasi Kepemerintahan
dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI, Pemerintah Daerah Kabupaten
Madiun.

Tjip Ismail, (2018) Hukum Pajak dan Acara Perpajakan, Banten, Universitas
Terbuka;

Reformasi Pajak | 149


https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/jejak-reformasi-pajak
https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/jejak-reformasi-pajak
http://noormaputri.blogspot.com/2012/05/sejarah-perpajakan-di-indonesia
http://noormaputri.blogspot.com/2012/05/sejarah-perpajakan-di-indonesia

PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA
BAB 7: UTANG PAJAK

Johannes Johny Koynja, S.H., M.H.

Universitas Mataram



BAB 7

UTANG PAJAK

A. PENDAHULUAN

Utang pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib
pajak kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam konteks hukum pajak di Indonesia, utang pajak muncul
ketika wajib pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk
dikenakan pajak, namun belum melakukan pembayaran. Menurut
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, utang pajak diartikan sebagai jumlah pajak yang
terutang oleh wajib pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah
(Direktorat Jenderal Pajak, 2007). Utang pajak ini menjadi penting karena
merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan
untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik
(Najib & Sari, 2019).

Utang pajak dapat timbul dari berbagai jenis pajak, termasuk Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak daerah.
Setiap jenis pajak memiliki ketentuan dan mekanisme pengenaan yang
berbeda. Misalnya, dalam Pajak Penghasilan, utang pajak muncul ketika
wajib pajak memiliki penghasilan yang melebihi batas penghasilan tidak
kena pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Direktorat
Jenderal Pajak (2021), pada tahun 2020, total utang pajak yang tercatat
mencapai Rp 1.500 triliun, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan
utang pajak secara efektif (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Landasan hukum utang pajak di Indonesia diatur secara komprehensif
melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar konstitusional
kewajiban pajak tertuang dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan
pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.
Ketentuan ini memberikan legitimasi kepada negara untuk memungut
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BAB 8

PENETAPAN PAJAK

A. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan merupakan salah satu instrumen penting dalam
penyelenggaraan negara. Pajak sebagai sumber penerimaan negara
memiliki peran krusial dalam pembiayaan berbagai kebutuhan publik,
mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan,
hingga berbagai program sosial ( Badan Kebijakan Fiskal 2019). Dalam
sistem perpajakan Indonesia, penetapan pajak merupakan aspek
fundamental yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh
Wajib Pajak. Penetapan pajak merupakan suatu mekanisme di mana Wajib
Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (PRAMITASARI 2022).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjadi dasar hukum utama yang
mengatur mekanisme penetapan pajak di Indonesia. Berdasarkan Pasal 12
ayat 1 UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
tanpa harus bergantung pada adanya surat ketetapan pajak. Dengan kata
lain, penetapan pajak menganut prinsip self-assessment, di mana Wajib
Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menentukan sendiri jumlah pajak
yang harus dibayar berdasarkan perhitungan yang akurat dan jujur.

Prinsip self-assessment ini mengandung implikasi yang sangat penting
dalam wupaya mencapai sistem perpajakan yang adil, efisien, dan
transparan. Wajib Pajak diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung
jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (J. J.
Rusnan 2020). Ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak menjadi kunci utama
dalam penetapan pajak yang efektif. Oleh karena itu, sistem administrasi
perpajakan harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk
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BAB 9

PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

A. PENDAHULUAN

Bab ini membahas secara khusus tentang Pelaporan dan Pembayaran
Pajak, yang merupakan bagian penting dari kewajiban perpajakan bagi
wajib pajak, baik individu maupun badan. Pelaporan pajak adalah proses
di mana wajib pajak melaporkan perhitungan pajaknya kepada otoritas
pajak (Direktorat Jenderal Pajak) melalui formulir Surat Pemberitahuan
(SPT). Sementara itu, pembayaran pajak adalah proses di mana wajib
pajak menyetorkan sejumlah pajak terutang sesuai dengan perhitungan
yang telah dilakukan ke kas negara.

Pelaporan dan pembayaran pajak memiliki peran krusial dalam
memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang
berlaku. Hal ini mencakup ketepatan waktu dalam pelaporan, keakuratan
informasi yang disampaikan, serta kesesuaian jumlah pajak yang
dibayarkan dengan perhitungan vyang ditetapkan. Ketidakpatuhan
terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, bunga
keterlambatan, hingga sanksi pidana bagi wajib pajak.

Bab ini, "Pelaporan & Pembayaran Pajak," menyoroti aspek penting
dalam administrasi perpajakan, vyaitu kewajiban pelaporan dan
pembayaran pajak yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak. Setelah
mempelajari dasar-dasar perpajakan, jenis-jenis pajak, dan sistem
pemungutannya di bab-bab sebelumnya, pembaca akan mendalami
pentingnya pelaporan pajak melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)
serta pemenuhan kewajiban pembayaran. Pelaporan pajak mencakup
penyerahan SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Selain itu, bab ini menguraikan proses pelaporan dan pembayaran
pajak serta pentingnya menjaga ketepatan waktu agar terhindar dari
sanksi administratif. Berbagai sanksi, seperti denda atau bunga, dapat
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BAB 10

PENAGIHAN PAJAK

A. PENDAHULUAN

Penagihan pajak merupakan salah satu bagian penting dalam sistem
administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memastikan penerimaan
negara dari sektor pajak dapat tercapai secara optimal (LAKIN DJP 2018).
Mekanisme penagihan pajak dirancang untuk menindaklanjuti kewajiban
pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak, baik dalam bentuk
pembayaran pajak yang terlambat maupun tunggakan pajak yang belum
diselesaikan. Aktivitas ini memiliki dasar hukum yang kuat, dengan
landasan utama vyang tercantum dalam Undang-Undang tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta berbagai
peraturan turunan lainnya (Sabar L Tobing 2022). Penagihan pajak tidak
hanya berfokus pada pengumpulan piutang pajak, tetapi juga memastikan
adanya kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang
berlaku (Wibowo 2003).

Penerapan sistem penagihan pajak bertujuan untuk memberikan efek
jera kepada wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Melalui penerapan sanksi administratif maupun upaya hukum yang lebih
lanjut, proses penagihan pajak diharapkan mampu meningkatkan tingkat
kepatuhan wajib pajak (Zanzibar 2019). Penagihan pajak juga memainkan
peran penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem
perpajakan nasional (Priyono 2023). Wajib pajak yang patuh akan
merasakan adanya perlakuan yang adil ketika otoritas pajak menindak
tegas mereka yang tidak memenuhi kewajibannya (Rohmani 2018).

Proses penagihan pajak di Indonesia diatur dengan mekanisme yang
sistematis dan transparan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) memiliki wewenang untuk melakukan penagihan pajak dengan
berbagai tindakan, mulai dari penerbitan surat teguran hingga penyitaan
aset wajib pajak yang bersangkutan (Priyono 2023). Setiap tahapan dalam
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4. Deskripsikan hambatan yang dihadapi dalam proses penagihan pajak
di Indonesia dan berikan analisis mengenai upaya yang telah dilakukan
untuk mengatasi hambatan tersebut.

5. Jelaskan dampak pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan oleh
wajib pajak, baik dari segi administratif maupun hukum. Berikan
pandangan mengenai efektivitas penerapan sanksi dalam
meningkatkan kepatuhan pajak.
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BAB 11

PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah
Negara guna menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam
menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan negara. Oleh
karena itu, dalam usaha agar wajib pajak memenuhi kewajiban membayar
pajak, dibutuhkan sistem pemungutan pajak yang tepat. Hal tersebut agar
mempermudah pemenuhan kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan
kewajibannya dengan baik, benar, dan jelas. Selain itu, agar segala langkah
dan arusnya berjalan secara teratur dan terorganisir.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak nya di kenal dengan self
assessment yang berlaku sejak tahun 1984. Sistem ini cenderung
menitikberatkan peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajaknya.
Sementara itu disisi lain pemerintah atau institusi berperan sebagai
pengawas dan penegak hukum saja.

Oleh karena itu, sebagai suatu bentuk pengawasan kepatuhan Wajib
Pajak, Dirjen Pajak dalam hal ini bertindak sebagai perwakilan pemerintah
perlu melakukan tindakan pemeriksaan kepada Wajib Pajak sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan Pajak yang berlaku.

B. PEMERIKSAAN PAJAK
1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana mengalami
beberapa kali perubahan hingga terakhir diatur dalam UU Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 yang merupakan aturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(UU Cipta Kerja), pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan
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BAB 12

PENYELESAIAN SENGEKETA PAJAK

A. PENDAHULUAN

Pada bab ini, diterangkan mengenai sengketa pajak yang terjadi di
Indonesia antara Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak dengan otoritas
pajak akibat ketidaksetujuan terhadap keputusan perpajakan, seperti
Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau tindakan penagihan. Sengketa pajak
sering muncul akibat perbedaan pemahaman terhadap peraturan
perpajakan, kesalahan dalam pengisian data pajak, serta perbedaan
interpretasi atas kewajiban perpajakan. Untuk menyelesaikan sengketa
tersebut, Indonesia menyediakan dua jalur hukum, vyaitu jalur
administratif dan peradilan. Bab ini akan mengulas lebih lanjut mengenai
penyebab sengketa, objek sengketa, dan prosedur penyelesaian sengketa
pajak yang dapat diambil oleh WP

B. PENGERTIAN SENGKETA PAJAK
a. Definisi Sengketa Pajak

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak sengketa pajak adalah
sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan
kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan
Undangundang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau
perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak mengenai
penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan
penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sengketa
pajak umumnya diawali dari diterbitkannya surat ketetapan pajak atau
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HUKUM PAJAK
INDONESIA

Buku Pengantar Hukum Pajak Indonesia memberikan
penjelasan mendalam mengenai dasar-dasar hukum pajak yang
berlaku di Indonesia. Buku ini bertujuan untuk memperkenalkan
konsep pajak dan sistem perpajakan Indonesia kepada pembaca,
baik mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin
memahami hukum pajak di negaraini.

Di dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami
berbagai aspek penting terkait pajak, mulai dari pengertian pajak itu
sendiri, jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, hingga peraturan-
peraturan yang mengatur pelaksanaan perpajakan di negara ini.
Buku ini juga membahas tentang hak dan kewajiban waijib pajak,
mekanisme pemeriksaan pajak, serta sanksi hukum bagi
pelanggaran pajak. Selain itu, buku ini juga menguraikan tentang
lembaga yang berperan dalam sistem perpajakan Indonesia, seperti
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK).

Secara keseluruhan, buku ini memberikan pengantar yang
komprehensif dan mudah dipahami tentang hukum pajak Indonesia,
dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara
dan kontribusi bagi pembangunan bangsa.
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